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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi
residivis khusus dalam mengulangi tindak pidana pencurian serta menilai upaya kepolisian
dalam mencegah pengulangan kejahatan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota
Besar Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
kriminologis yang menggabungkan analisis norma dengan realitas sosial di lapangan. Data
dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku residivis, serta
pihak peradilan, dan didukung oleh data statistik serta kajian terhadap putusan perkara
pencurian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif
kriminologis dengan praktik penegakan hukum secara langsung untuk memahami
residivisme tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial
yang kompleks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana
pencurian dipengaruhi oleh faktor internal berupa tekanan ekonomi, rendahnya
pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, dan kecenderungan gaya hidup instan, serta
faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, stigma sosial, dan keterbatasan akses
pekerjaan setelah menjalani pidana. Upaya kepolisian telah dilakukan melalui pendekatan
preemtif, preventif, dan represif, namun efektivitasnya masih belum optimal karena
cenderung berfokus pada penindakan dibandingkan pencegahan berkelanjutan.
Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa residivisme pencurian merupakan hasil
interaksi antara kelemahan sistem dan kondisi sosial pelaku. Penelitian ini memberikan
rekomendasi berupa penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan program pembinaan
pascapidana, serta optimalisasi strategi pencegahan berbasis masyarakat guna menekan
angka residivisme secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Residivisme Pencurian; Faktor Sosial; Kriminologi; Penegakan Hukum; Upaya
Kepolisian.

Abstract: This study aims to examine the factors underlying recidivism, specifically in
repeating the crime of theft, and to assess police efforts to prevent the recurrence of this crime
within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. This study uses an empirical
legal method with a criminological approach that combines norm analysis with social
realities in the field. Data were collected through interviews with law enforcement officers,
recidivists, and the judiciary, and is supported by statistical data and a study of theft case
decisions. The innovation of this study lies in the integration of a criminological perspective
with direct law enforcement practices to understand recidivism not only as a legal issue, but
also as a complex social phenomenon. The results of this study indicate that the repetition of
the crime of theft is influenced by internal factors such as economic pressure, low education,
weak legal awareness, and a tendency towards an instant lifestyle, as well as external factors
such as social environment, social stigma, and limited access to employment after serving a
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sentence. Police efforts have been carried out through preemptive, preventive, and repressive
approaches, but their effectiveness has been less than optimal because they tend to focus on
enforcement rather than ongoing prevention. The conclusion of this study confirms that theft
recidivism is the result of the interaction between system weaknesses and the perpetrator's
social conditions. This study provides recommendations for strengthening inter-institutional
synergy, enhancing post-conviction rehabilitation programs, and optimizing community-
based prevention strategies to sustainably reduce recidivism rates.

Keywords: Theft Recidivism; Social Factors; Criminology; Law Enforcement; Police Efforts.

PENDAHULUAN

Fenomena residivisme dalam tindak pidana pencurian merupakan salah satu persoalan
krusial dalam sistem peradilan pidana yang hingga kini belum sepenuhnya dapat
ditanggulangi secara efektif.[1] Pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama
menunjukkan bahwa proses pemidanaan yang telah dijalani belum mampu mencapai
tujuan utamanya, baik dalam memberikan efek jera maupun dalam mendorong perubahan
perilaku pelaku.[2] Dalam konteks ini, residivisme tidak hanya mencerminkan kegagalan
individu dalam menaati hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih
kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun sistem penegakan hukum. Kondisi
tersebut semakin relevan untuk dikaji dalam konteks tindak pidana pencurian, yang secara
empiris masih menunjukkan angka pengulangan yang signifikan, termasuk di wilayah

hukum Polrestabes Makassar.[3]

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memandang residivisme dari perspektif
normatif dengan menitikberatkan pada pemberatan pidana sebagai instrumen utama
pencegahan.[4] Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji faktor-faktor sosial
ekonomi sebagai penyebab pengulangan kejahatan, namun belum secara komprehensif
menghubungkan antara faktor penyebab tersebut dengan praktik penegakan hukum di
lapangan, khususnya peran kepolisian dalam tahap pencegahan.[5] Dengan demikian,
masih terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada kurangnya integrasi antara
pendekatan kriminologis dan pendekatan empiris dalam melihat residivisme sebagai

fenomena yang multidimensional.
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Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara lebih
mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus dalam mengulangi
tindak pidana pencurian, sekaligus menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah
pengulangan tindak pidana tersebut.[6] Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus
pada aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi empiris melalui data
lapangan, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai
fenomena residivisme. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam
mengintegrasikan analisis kriminologis terhadap faktor penyebab dengan evaluasi
terhadap praktik penegakan hukum, khususnya dalam melihat keterbatasan pendekatan

yang masih dominan bersifat represif.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:
(1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku residivis khusus tindak pidana
pencurian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; serta (2) Bagaimanakah upaya yang
dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pecurian oleh
Residivis Khusus di Polrestabes Makassar. Selain itu, penelitian ini juga berupaya
memberikan pemahaman bahwa residivisme merupakan hasil interaksi antara faktor
individu dan struktural, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang lebih
komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kriminologi serta menjadi
dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanggulangan residivisme yang lebih

efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada
pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan guna melihat secara langsung
penerapan hukum dalam praktik serta dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan tetap
didukung oleh data sekunder berupa literatur, dokumen, dan bahan hukum yang relevan.
Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar sebagai lokasi utama karena memiliki
kewenangan dalam penanganan tindak pidana pencurian, serta didukung oleh

penelusuran referensi di perpustakaan untuk melengkapi kebutuhan data. Populasi
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penelitian mencakup kasus residivis khusus dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir,
sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan memilih responden yang
dianggap representatif, yaitu penyidik, pelaku residivis, hakim, dan akademisi di bidang
hukum pidana. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan
dokumentasi terhadap arsip, putusan, serta bahan hukum terkait. Selanjutnya, data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menafsirkan data
berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian, kemudian disajikan secara
deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis sehingga dapat ditarik

kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Residivis Khusus Mengulangi

Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

a. Faktor Internal Pelaku Residivis Khusus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran dominan
dalam mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian oleh residivis
khusus. Pertama, faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana pelaku berada
dalam kondisi keterdesakan finansial pasca menjalani pidana. Dalam perspektif
hukum pidana, kondisi ini memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan untuk
memberikan efek jera (deterrence) belum tercapai secara optimal. Ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencurian
dan pemberatan bagi residivis secara normatif telah memberikan dasar hukum
yang jelas, namun secara empiris belum mampu mengubah kondisi ekonomi

pelaku.[8]

Kedua, faktor pendidikan yang rendah turut mempersempit peluang pelaku untuk
memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan

struktural yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial. Dalam perspektif
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kriminologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep intergenerational transmission
of disadvantages, yaitu pewarisan kondisi sosial-ekonomi yang tidak

menguntungkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[9]

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan tidak tercapainya efek jera menunjukkan
adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum (legal awareness) dan kepatuhan
hukum (legal compliance). Meskipun pelaku mengetahui bahwa perbuatannya
melanggar hukum, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah pengulangan.
Dalam praktik peradilan, status residivis dijadikan sebagai keadaan yang
memberatkan, namun peningkatan pidana belum tentu berbanding lurus dengan
efektivitas pencegahan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan yang
hanya bersifat represif belum mampu menyentuh akar permasalahan

kriminalitas.[10]

Keempat, gaya hidup instan dan ketergantungan terhadap zat adiktif memperkuat
kecenderungan residivisme. Dalam konteks ini, pencurian tidak lagi sekadar
tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan menjadi sarana untuk
membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif dan berulang. Dengan demikian,
faktor internal menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya dipengaruhi oleh niat
individu, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan sosial yang melekat pada diri

pelaku.[11]
b. Faktor Eksternal Pelaku Residivis Khusus Pencurian

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki kontribusi signifikan terhadap
pengulangan tindak pidana. Pertama, pengaruh lingkungan pergaulan
menunjukkan bahwa interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki
kecenderungan menyimpang dapat membentuk kembali perilaku kriminal. Dalam
perspektif hukum adat dan kebiasaan sosial, lingkungan memiliki peran penting
dalam membentuk norma dan perilaku individu, sehingga lingkungan yang permisif

terhadap kejahatan dapat memperbesar peluang residivisme.[12]



Jurnal Legal Dialogica
Volume | Issue 2 Tahun 2026

Kedua, adanya kesempatan dan kondisi lingkungan yang rawan kejahatan
memperlihatkan bahwa pencurian seringkali bersifat situasional. Hal ini
menunjukkan bahwa selain motif, faktor peluang (opportunity) juga menjadi
elemen penting dalam terjadinya tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum,
kondisi ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan sosial dan sistem keamanan di

masyarakat.[13]

Ketiga, stigma sosial terhadap mantan narapidana menjadi hambatan serius dalam
proses reintegrasi sosial. Secara normatif, seseorang yang telah menjalani pidana
seharusnya kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi, namun dalam praktiknya
label sebagai “mantan narapidana” tetap melekat. Hal ini bertentangan dengan
semangat pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi

sosial.[14]

Keempat, kesulitan memperoleh pekerjaan pasca menjalani pidana memperkuat
dorongan untuk kembali melakukan tindak pidana. Tidak adanya mekanisme yang
efektif untuk menjamin akses kerja bagi mantan narapidana menunjukkan adanya
kelemahan dalam sistem sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, residivisme dapat

dipahami sebagai konsekuensi dari tertutupnya peluang legal bagi pelaku.[15]
c. Analisis Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Residivisme

Secara kriminologis, residivisme pencurian dalam penelitian ini tidak dapat
dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi
kompleks antara faktor internal dan eksternal. Tekanan ekonomi yang dialami
pelaku mencerminkan adanya ketegangan struktural antara kebutuhan hidup dan
keterbatasan akses legal untuk memenuhinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kejahatan dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakmampuan sistem sosial

dalam menyediakan kesejahteraan yang merata.[16]

Selain itu, pengaruh lingkungan menunjukkan adanya proses social learning, di
mana perilaku kriminal dipelajari dan diperkuat melalui interaksi dengan kelompok

sosial tertentu. Norma kelompok yang menyimpang dapat mengalahkan norma
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hukum formal, sehingga pelaku tidak lagi memandang pencurian sebagai tindakan

yang sepenuhnya salah.[17]

Stigma sosial yang terus melekat pada mantan narapidana juga memperlihatkan
adanya proses labeling, yang berpotensi mendorong individu untuk kembali pada
identitas kriminalnya. Dalam kondisi ini, residivisme bukan hanya akibat dari
pilihan individu, tetapi juga hasil dari konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak

pelaku.[18]

Lebih lanjut, lemahnya kontrol sosial pasca pemidanaan menunjukkan bahwa
sistem hukum lebih menitikberatkan pada aspek penindakan dibandingkan
pembinaan. Negara hadir secara kuat dalam tahap represif, namun relatif lemah
dalam tahap reintegrasi. Hal ini menyebabkan pelaku kembali pada lingkungan

lama tanpa dukungan yang memadai, sehingga risiko pengulangan tetap tinggi.[19]
d. Putusan Pengadilan sebagai Data Pendukung Status Residivis Khusus

Dalam perspektif yuridis, status residivis khusus harus didasarkan pada adanya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Putusan pengadilan menjadi dasar legitimasi bahwa seseorang benar-benar telah
melakukan pengulangan tindak pidana yang sejenis. Dalam salah satu putusan yang
dianalisis, majelis hakim mempertimbangkan riwayat pemidanaan terdakwa
sebagai keadaan yang memberatkan, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan

pidana telah mengakomodasi konsep residivisme dalam praktiknya.[20]

Namun demikian, analisis terhadap putusan juga menunjukkan adanya
keterbatasan, di mana tidak semua putusan menguraikan secara rinci mengenai
riwayat pemidanaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara
normatif mekanisme pemberatan pidana terhadap residivis telah tersedia, secara
empiris belum sepenuhnya memberikan gambaran komprehensif mengenai pola
pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan putusan pengadilan dalam

penelitian ini perlu dikombinasikan dengan data empiris lainnya, seperti
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wawancara dan data kepolisian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh

mengenai fenomena residivisme.[21]

2. Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Pencurian oleh

Residivis Khusus

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki posisi strategis sebagai gate keeper
yang tidak hanya berfungsi dalam penindakan, tetapi juga dalam pencegahan kejahatan.
Dalam konteks residivisme khusus tindak pidana pencurian, peran tersebut menjadi
krusial karena kepolisian berada pada tahap awal sekaligus menjadi institusi yang
paling dekat dengan dinamika sosial di masyarakat. Secara normatif, fungsi kepolisian
mencakup pemeliharaan keamanan dan Kketertiban, penegakan hukum, serta
perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan
residivisme tidak dapat dilepaskan dari tiga pendekatan utama, yaitu preemtif,
preventif, dan represif, yang saling melengkapi dalam praktik penanggulangan

kejahatan.[22]
a. Upaya Preemtif Kepolisian

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang berorientasi pada pembentukan
kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) melalui penyuluhan dan sosialisasi.
Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan di wilayah yang rawan tindak pidana
pencurian dengan tujuan mencegah munculnya potensi pelaku baru sekaligus
menciptakan kontrol sosial berbasis masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep
social crime prevention yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum

dalam masyarakat.[23]

Namun demikian, secara analitis, upaya preemtif masih bersifat umum dan belum
secara spesifik menyasar kelompok residivis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan
yang dilakukan lebih berfokus pada pencegahan primer, bukan pencegahan khusus
(special prevention). Dalam perspektif hukum dan kebiasaan sosial, keberhasilan upaya

ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, seperti melalui kegiatan ronda
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atau sistem keamanan lingkungan yang secara kultural telah menjadi bagian dari

praktik sosial.[24]
b. Upaya Preventif Kepolisian

Upaya preventif diarahkan pada pengurangan peluang terjadinya kejahatan melalui
pengawasan dan pengendalian situasi. Dalam konteks ini, kepolisian melakukan patroli
rutin di titik-titik rawan serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat
kerawanan tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep situational
crime prevention, yaitu strategi yang berfokus pada pengendalian lingkungan untuk

meminimalkan kesempatan melakukan kejahatan.[25]

Selain itu, kepolisian juga memiliki basis data mengenai pelaku-pelaku yang pernah
terlibat dalam tindak pidana pencurian. Namun, penggunaan data tersebut cenderung
bersifat reaktif, yaitu digunakan setelah terjadi kejahatan, bukan sebagai alat
pemantauan berkelanjutan terhadap residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pendekatan preventif masih berorientasi pada ruang (place-based approach), bukan

pada individu (offender-based approach).[26]

Dalam praktiknya, efektivitas upaya ini terbatas dalam konteks residivisme, karena
pengulangan tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh peluang, tetapi juga oleh
faktor internal dan sosial pelaku pasca pemidanaan. Dengan demikian, meskipun
patroli dan pengawasan wilayah mampu menekan angka kejahatan secara umum,
pendekatan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan oleh pelaku

yang sama.[27]
c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui penindakan dan penyidikan setelah terjadinya tindak
pidana. Dalam kasus residivis khusus, pendekatan ini menjadi dominan karena sistem
hukum memberikan dasar untuk pemberatan pidana terhadap pelaku berulang. Dalam
praktik peradilan, status residivis menjadi salah satu keadaan yang memberatkan

dalam penjatuhan pidana, sehingga kepolisian berperan penting dalam memastikan
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bahwa riwayat pidana terdakwa terdokumentasi secara lengkap dalam berkas

perkara.[28]

Pendekatan ini menunjukkan bahwa secara prosedural, sistem penegakan hukum telah
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, secara substantif, upaya
represif memiliki keterbatasan karena bersifat episodik, yaitu aktif pada saat terjadi
tindak pidana, tetapi tidak berlanjut setelah proses hukum selesai. Setelah putusan
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pelaku menjalani pidana,
kewenangan kepolisian menjadi terbatas dan tidak mencakup pengawasan pasca

pemidanaan.[29]

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal yang
berfokus pada penghukuman belum cukup efektif untuk mencapai tujuan pencegahan
khusus (special deterrence), terutama jika tidak diiringi dengan program pembinaan

dan reintegrasi sosial.
d. Kendala dalam Pencegahan Residivisme

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi
kepolisian dalam mencegah pengulangan tindak pidana pencurian. Pertama,
keterbatasan kewenangan pasca pemidanaan, di mana kepolisian tidak memiliki dasar
hukum untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap mantan narapidana. Hal
ini menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan pidana yang belum terintegrasi

secara menyeluruh antara tahap penegakan hukum dan tahap reintegrasi sosial.

Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun sarana, yang
menyebabkan pengawasan secara individual terhadap residivis menjadi tidak optimal.
Ketiga, faktor internal pelaku yang sulit diubah, seperti motivasi ekonomi, kebiasaan,
dan pengaruh lingkungan, yang berada di luar jangkauan langsung kewenangan

kepolisian.[30]

Apabila dikaitkan dengan data residivisme yang menunjukkan tren peningkatan, dapat
disimpulkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih didominasi oleh

pendekatan penal yang bersifat reaktif. Upaya preemtif belum menyasar kelompok
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spesifik, upaya preventif lebih berfokus pada ruang, dan upaya represif berhenti pada

tahap penindakan.[31]

Secara konseptual, kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan residivisme tidak
dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Diperlukan sinergi antar lembaga,
termasuk lembaga pemasyarakatan, instansi sosial, serta sektor ketenagakerjaan, guna
menciptakan sistem reintegrasi yang komprehensif. Tanpa adanya integrasi tersebut,
upaya pencegahan yang dilakukan akan tetap bersifat parsial dan belum mampu

menekan angka residivisme secara berkelanjutan.[32]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana
pencurian oleh residivis khusus di wilayah hukum Polrestabes Makassar dipengaruhi oleh
keterkaitan antara faktor internal dan eksternal yang saling memperkuat, di mana tekanan
ekonomi, rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, serta gaya hidup instan
bertemu dengan pengaruh lingkungan, stigma sosial, dan terbatasnya akses pekerjaan,
sehingga pemidanaan yang dijalani belum mampu memutus siklus pengulangan secara
efektif. Di sisi lain, upaya kepolisian dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif telah
dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, namun efektivitasnya masih terbatas karena
cenderung bersifat umum, berfokus pada pengendalian situasi, serta reaktif dan tidak
berkelanjutan setelah proses hukum selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa residivisme
tidak hanya mencerminkan kelemahan pada individu pelaku, tetapi juga adanya
keterbatasan dalam sistem penanggulangan kejahatan yang belum terintegrasi secara
menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dalam
pembinaan dan reintegrasi sosial, peningkatan pendekatan pencegahan yang lebih terarah,
serta dukungan terhadap akses sosial dan ekonomi bagi mantan narapidana agar upaya

penanggulangan residivisme dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
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